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. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

4. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor
800/127-Inspektorat/2023 tanggal 09 Maret 2023 untuk melakukan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat
Daerah (OPD) Povinsi Banten Tahun 2022.

B. Tujuan Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk memberikan simpulan hasil penialaian terhadap
beberapa variabel dan mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan capaian
akuntabilitas kinerja sehingga menghasilkan perubahan kinerja yang lebih
baik.

C. Sasaran dan Ruang Lingkup Evaluasi

Sasaran evaluasi adalah untuk menilai pelaksanaan dari implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam
meningkatkan pencapaian kinerja.

Adapun ruang lingkup evaluasi meliputi:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan
dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah
menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai
kinerja;

3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas
pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar
dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja
berikutnya;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan
kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk
efektifitas dan efisiensi kinerja.

D. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah melalui:
1. Pendalaman atas data kinerja dan memastikan kecukupan dokumen
yang disajikan;




2. Melakukan pengujian dan penilaian data kinerja terhadap kualitas dan
manfaat terhadap pencapaian efektivitas dan efesiensi atas
pengelolaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai target
kinerja yang ditetapkan;

3. Melakukan wawancara langsung dengan Pimpinan Perangkat Daerah
terkait dengan pelaksanaan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Membuat kesimpulan dan penilaian pada setiap sub komponen sesuai
standar yang ditetapkan serta memberikan rekomendasi perbaikan
untuk meningkatkan Akuntablitas Kinerja Isntansi Pemerintah.

Dibawah ini penilaian pada setiap sub komponen SAKIP yang dinilai
berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub komponen akan dinilai
dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran
kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

1. Gradasi Keberadaan

Nilai Penjelasan

Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan
telah dipertahankan pelaksanaannya setidaknya
5 tahun terakhir.

Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan
A (Bobot 90) | telah dipertahankan pelaksanaannya setidaknya
1 tahun terakhir.

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi

BB (Bobot 80) | (100%) sesuai dengan mandat kebijakan
nasional.

Jika kualitas sebagian besar kriteria telah
terpenuhi (>75% - 100%).

Jika kualitas sebagian besar kriteria telah
terpenuhi (>50% - 75%).

Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah
terpenuhi (>25% - 50%).

Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah
mulai dipenuhi (>0% - 25%).

Jika sama sekali tidak ada upaya dalam

E (Bobot 0) pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas
kinerja.

AA
(Bobot 100)

B (Bobot 70)

CC (Bobot 60)

C (Bobot 50)

D (Bobot 30)

2. Gradasi Kualitas dan Pemanfaatan

Nilai Penjelasan

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
(100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak
menjadi percontohan bagi OPD Lain

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi

A (Bobot 90) | (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa
dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.

AA
(Bobot 100)




Nilai Penjelasan

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
BB (Bobot 80) | (100%) sesuai dengan mandat kebijakan
nasional.

Jika kualitas sebagian besar kriteria telah

B (Bobot 70) terpenuhi (>75% - 100%).

Jika kualitas sebagian besar kriteria telah

CCBObOt B0} | wiaricihi 1-50%; - 75%).

Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah

C (Bobot 50) terpenuhi (>25% - 50%).

Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah

D(Bobot30) | - 1ai dipenuhi (>0% - 25%).

Jika sama sekali tidak ada upaya dalam

E (Bobot 0) pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga
diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen.

Susunan Tim Evaluasi

a. Penanggung Jawab . Usman Asshiddgi Qohara, S.Sos, M.Si
b. Pembantu Penanggung
Jawab . Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si
c. Pengendali Mutu . Endad Haryanto, SE, M.Si
d. Supervisi : Agustia Duha, ST, M.Ak
e. Ketua Tim . Dinda Sundara, S.Sos, M.Si
f. Anggota : 1. Nasrullah, SE, M.Ak
2. Agus Aan Suhanda, SE
3. Enggar Yulianti, S.Kom
4. Ira Rohmayanti, S.Sos
5. Shauwama Kusuma Dewi, SH
6. Prisda Yusliana, SH, M.Si
7. Litawati, SE.

Gambaran Umum Evaluatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas
dan Tata Kerja Inspektorat, bahwa Badan Penghubung Provinsi Banten
mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, menyelenggarakan
perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan
tugas serta program dan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Penghubung Provinsi
Banten menyelenggarakan fungsi dan kewenangan, sebagai berikut:
1. Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat;




2. Peningkatan Kualitas
Masyarakat;

o

Pelayanan Publik bagi Aparatur dan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung;

4. Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni

Budaya; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan
tugas dan fungsinya sesuai perturan perundang-undangan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Provinsi
Banten adalah sebagai berikut:

Sas

et

Terwujudnya kelembagaan
pemerintahan daerah yang
berakhlakul karimah dengan
efektif, efisien, transparan,
akuntabel, dan sumber daya
aparatur berintegritas,
berkompetensi serta

¢ Tujuan W}l - Sasaran |

Tercapainya
peningkatan kinerja

Capaian SAKIP
(Sistem

penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja

pemerintahan Instansi Pemerintah)
OPD

Meningkatnya Capaian Pelayanan

Kepuasan Publik

melayani masyarkat Pelayanan Publik

Badan penghubung

Gambaran Umum Implementasi SAKIP Badan Penghubung

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan atau SAKIP
merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan
sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem
akuntabilitas keuangan. Uraian singkat tentang implementasi atas
integrasi dari ke 4 sistem tersebut pada Badan Penghubung dapat
digambarkan sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana aksi belum komprehensif untuk mencapai
perjanjian kinerja;

2. Pengukuran kinerja belum diikuti dengan proses penyesuaian target
dan strategi dalam upaya memastikan pencapaian kinerja maksimal di
akhir periode;

3. Laporan kinerja belum memberikan analisis yang memadai atas faktor
pendorong maupun penghambat keberhasilan capaian kinerja;

4. Evaluasi internal atas implementasi AKIP belum dilaksanakan.

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil penilaian atas implementasi SAKIP Tahun 2021,
terhadap temuan atas penilaian implementasi SAKIP pada Badan
Penghubung Provinsi Banten telah melaksanakan tindak lanjut atas
Rekomendasi.



1. GAMBARAN HASIL EVALUASI
A. Kondisi

Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) pada Badan
Penghubung Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar 80,60 dengan
Kategori A (Memuaskan) yang diperoleh dari hasil penilaian pemenuhan
kriteria terhadap 4 (empat) komponen dan 12 (dua belas) sub komponen
adalah sebagai berikut :

No Komponen/Sub Komponen Bobot |Jawaban| Nilai
AT 2= _f e i) LR
1. | Perencanaan Kinerja 30
a. Dokumen Perencanaan kinerja telah 6 A 5,4
tersedia
b. Dokumen Perencanaan kinerja telah 9 BB 7,2

memenuhi standar yang baik, yaitu
untuk mencapai hasil, dengan ukuran
kinerja yang SMART, menggunakan
penyelarasan (cascading) disetiap
level secara logis, serta
memperhatikan kinerja bidang lain
(crosscutting)

c. Perencanaan Kinerja telah 15 BB 12
dimanfaatkan untuk mewujudkan
hasil yang berkesinambungan

2. | Pengukuran Kinerja 30 22,5
a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan 6 BB 4,8
b. Pengukuran Kinerja telah menjadi 9 BB T2

kebutuhan dalam mewujudkan
Kinerja secara Efektif dan Efisien dan
telah dilakukan secara berjenjang
dan berkelanjutan

c¢. Pengukuran Kinerja telah dijadikan 15 BB 12
dasar dalam pemberian Reward dan
Punishment, serta penyesuaian
strategi dalam mencapai kinerja yang
efektif dan efisien

3. | Pelaporan Kinerja 15 12

a. Terdapat Dokumen Laporan yang 3 BB 2.4
menggambarkan Kinerja

b. Dokumen Laporan Kinerja telah 4,50 BB 3,6

memenuhi Standar menggambarkan
Kualitas atas Pencapaian Kinerja,
informasi keberhasilan/kegagalan
kinerja serta upaya perbaikan/
penyempurnaannya




No Komponen/Sub Komponen Bobot |Jawaban| Nilai
T i T e

C. Pélaporan Kinerja telah memberikan _-7,_50 BB
dampak yang besar dalam
penyesuaian strategi/kebijakan

dalam mencapai kinerja berikutnya

4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25 24

a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 5 BB 4
Internal telah dilaksanakan

b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 7,50 BB 6

Internal telah dilaksanakan secara
berkualitas dengan Sumber Daya
yang memadai
c. Implementasi SAKIP telah meningkat | 12,50 BB 10
karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Internal sehingga memberikan kesan
yang nyata (dampak) dalam
efektifitas dan efisiensi Kinerja

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi tersebut merupakan penilaian terhadap kriteria dari sub
komponen yang dibagi kedalam 3 gradasi yaitu keberadaan, kualitas dan
pemanfaatan. Nilai pada sub-komponen akan terakumulasi sehingga
diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen, yang dapat dijelaskan
sebagai berikut :

a. PERENCANAAN KINERJA
Komponen Perencanaan Kinerja memiliki bobot penilaian sebesar
30%, berdasarkan hasil evaluasi penilaian atas komponen ini adalah
sebesar 24,6, dengan rincian sebagai berikut :

1) Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia

Sub komponen ini memiliki bobot 6 dengan hasil evaluasi kategori
A (Bobot 90%) sehingga nilainya adalah sebesar 5,4.

Kondisi dari sub komponen ini adalah kelengkapan dokumen

perencanaan kinerja telah dipenuhi, sebagai berikut:

a) Perubahan Rencana Strategis Badan Penghubung Tahun
2017-2022;

b) Rencana Kerja Tahun 2022 Badan Penghubung;

¢) Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Badan Penghubung;

d) Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2022 Badan Penghubung;

e) Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2022 Badan
Penghubung;

f) Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Badan Penghubung;

g) Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Badan Penghubung.




2)

Namun terdapat kondisi yang mengharuskan Perangkat Daerah
untuk merubah Rencana Strategis menyesuaikan dengan
perubahan RPJMD. Hal tersebut mengakibatkan pemenuhan
kriteria nilai "AA" yaitu jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%)
dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir, belum
dapat terpenuhi.

Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang
baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang
SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap
level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain
(crosscutting)

Sub komponen ini memiliki bobot 9 dengan hasil evaluasi kategori
BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 7,2.

Kondisi dari sub komponen ini adalah kualitas dari dokumen

perencanaan kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Telah diformalkan;

b) Menggambarkan kebutuhan kinerja yang perlu dicapai;

c) Sasaran kinerja perangkat daerah pada prinsipnya telah
berorientasi hasil;

d) Menggambarkan hubungan kinerja dan keterkaitan aktivitas
antar bidang.

e) Tidak terdapat perubahan pada indikator kinerja sasaran atau
Indikator Kinerja Utama (IKU) selama periode perencanaan
strategis 2017-2022 meskipun terjadi Perubahan Rencana
Strategis di Tahun 2019.

Pemenuhan kriteria atas kualitas perencanaan kinerja yang baik
telah dipenuhi. Namun dalam memenuhi penilaian yang lebih tinggi
yaitu "A", diperlukan upaya dari perangkat daerah dalam
melaksanakan aktivitas sesuai dengan rencana aksi yang telah
ditetapkan untuk mencapai perjanjian kinerja.

3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan

hasil yang berkesinambungan

Sub komponen ini memiliki bobot 15 dengan hasil evaluasi kategori
BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 12.

Kondisi dari sub komponen ini adalah dokumen perencanaan
kinerja telah dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja Perangkat
Daerah melalui upaya sebagai berikut:

a) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang
ingin dicapai;

b) Setiap penanggungjawab program dan kegiatan telah
menyusun perjanjian kinerja yang berisikan perjanjian dalam
mewujudkan target kinerja program dan kegiatan sesuai
dengan yang telah ditetapkan.




c) Telah disusun rencana aksi atas perjanjian kinerja yang
ditetapkan;

d) Dokumen Perencanaan Kinerja tahun mendatang telah
menyajikan upaya perbaikan atas hasil penyesuaian strategi
dan kebijakan dalam mewujudkan hasil kinerja yang lebih baik:

Pemenuhan kriteria atas pemanfaatan perencanaan kinerja telah
dipenuhi. Namun dalam memenuhi penilaian yang lebih tinggi yaitu
"A", diperlukan upaya dari perangkat daerah dalam melaksanakan
aktivitas sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan untuk
mencapai perjanjian kinerja.

b. PENGUKURAN KINERJA
Komponen Pengukuran Kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 30,
berdasarkan hasil evaluasi penilaian atas komponen ini adalah
sebesar 22,5 dengan rincian sebagai berikut :

1)

2)

Pengukuran Kinerja telah dilakukan

Sub komponen ini memiliki bobot 6 dengan hasil evaluasi kategori
BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 4,8.

Kondisi dari sub komponen ini adalah dokumen pengukuran kinerja
telah dipenuhi.

Namun SOP serta mekanisme pengumpulan data kinerja yang
telah ditetapkan tersebut, disusun pada pertengahan tahun
berjalan, sehingga belum efektif dalam melaksanakan prosedur
pengumpulan data kinerja di awal tahun.

Hal tersebut mengakibatkan pemenuhan kriteria diperlukan upaya
dari perangkat daerah dalam melaksanakan aktivitas sesuai
dengan rencana aksi yang telah ditetapkan untuk mencapai
perjanjian kinerja.

Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam
mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah
dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

Sub komponen ini memiliki bobot 9 dengan hasil evaluasi kategori
BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 7,2.

Kondisi pada sub komponen ini adalah pengukuran kinerja telah
dilaksanakan secara berkala sebagai upaya dalam mewujudkan
kinerja yang efektif dan efisien. Upaya yang telah dilaksanakan
adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan rapat internal dalam melakukan evaluasi
pengukuran kinerja tentang rapat monitoring dan evaluasi
pengukuran capaian kinerja Triwulan |, Triwulan II, Il dan IV.

b. Data kinerja telah mendukung dalam mengukur capaian
kinerja, sebagai berikut:




1) Definisi Operasional dalam mengukur indikator kinerja
sasaran atau Indikator Kinerja Utama:

2) Laporan monitoring dan evaluasi Triwulan | sampai dengan
Triwulan IV.

c. Sumber data yang digunakan dalam mengukur kinerja telah
dilengkapi dengan laporan dari penanggung jawab program
dan kegiatan pada masing-masing bagian sesuai dengan
perjanjian kinerja.

Pemenuhan kriteria atas kualitas pengukuran kinerja yang baik
telah dipenuhi. Namun dalam memenuhi penilaian yang lebih tinggi
yaitu "A", diperlukan upaya dari perangkat daerah dalam
pencapaian IKU yang belum maksimal di akhir perencanaan
strategis.

3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian
Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam
mencapai kinerja yang efektif dan efisien

Sub komponen ini memiliki bobot 15 dengan hasil evaluasi kategori
BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 12.

Kondisi dari sub komponen ini adalah:

a. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian
reward dan punishment melalui penyesuaian tunjangan kinerja
berdasarkan capaian kinerja setiap bulan dan triwulan:

b. Laporan capaian kinerja telah menguraikan efesiensi atas
penggunaan anggaran;

¢. Ukuran ketercapaian kinerja melalui laporan monitoring dan
evaluasi kinerja per triwulan telah menguraikan kendala atau
hambatan dan solusi kedepan serta kemajuan atas realisasi
kinerja sebagai dasar dalam menetapkan strategi dan
kebijakan untuk melaksanakan aktivitas pada triwulan
selanjutnya;

Pemenuhan kriteria atas pemanfaatan pengukuran kinerja yang
baik telah dipenuhi. Namun dalam memenuhi penilaian yang lebih
tinggi yaitu "A", diperlukan upaya dari perangkat daerah dalam
pencapaian IKU yang belum maksimal di akhir perencanaan
strategis.

c. PELAPORAN KINERJA
Komponen Pelaporan Kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 15
berdasarkan hasil evaluasi penilaian atas komponen ini adalah
sebesar 12 dengan rincian sebagai berikut :

1) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja

Sub komponen ini memiliki bobot 3 dengan hasil evaluasi kategori
BB (Bobot 100%) sehingga nilainya adalah sebesar 2 4.
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Kondisi dari sub komponen ini adalah LKjIP telah disusun,
diformalkan, direviu dan dipublikasikan secara tepat waktu.

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar
menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi
keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/
penyempurnaannya

Sub komponen ini memiliki bobot 4,5 dengan hasil evaluasi
kategori BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 3,6.

Kondisi dari sub komponen ini adalah dokumen Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LK]jIP) Tahun 2022 telah memenuhi standar
dengan memenuhi unsur sebagai berikut :

a. Sistematika telah disusun berdasarkan Permenpan 53 Tahun
2014,

b. Evaluasi pencapaian Kinerja melalui analisis pengukuran
capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan selama periode
perencanaan strategis, dengan menyajikan informasi sebagai
berikut:

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2022:

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi;

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang
telah dilakukan;

5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

c. Upaya perbaikan dan penyesuaian strategi dan kebijakan
dalam pelaksanaan perencanaan kinerja pada tahun
mendatang.

Namun, belum terdapat inovasi yang dikembangkan oleh internal
Perangkat Daerah dalam upaya memudahkan dan atau membantu
proses penyelenggaraan pelaporan capaian kinerja, seperti sistem
informasi pengumpulan data dan capaian kinerja. Hal tersebut
mengakibatkan pemenuhan kriteria nilai "A" diperlukan upaya dari
perangkat daerah dalam pencapaian IKU yang belum maksimal di
akhir perencanaan strategis.

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar
dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja
berikutnya

Sub komponen ini memiliki bobot 7,5 dengan hasil evaluasi
kategori BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 6.




Kondisi dari sub komponen ini adalah Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) telah menguraikan analisis penyesuaian
startegi dan kebijakan sebagai optimalisasi dari pencapaian kinerja
pada tahun mendatang.

Pemenuhan kriteria atas pemanfaatan pelaporan kinerja yang baik
telah dipenuhi. Namun dalam memenuhi penilaian yang lebih tinggi
yaitu "A diperlukan upaya dari perangkat daerah dalam pencapaian
IKU yang belum maksimal di akhir perencanaan strategis.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Pelaporan Kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 25,
berdasarkan hasil evaluasi penilaian atas komponen ini adalah
sebesar 20 dengan rincian sebagai berikut :

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

Sub komponen ini memiliki bobot 5 dengan hasil evaluasi kategori
BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 4.

Kondisi dari sub komponen ini adalah pemenuhan evaluasi
akuntabilitas kinerja internal perlu dilaksanakan melalui evaluasi
internal melalui monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara
berkala dan evaluasi mandiri atas akuntabiltas kinerja internal
berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022.
Monitoring dan evaluasi atas capaian indikator kinerja sasaran,
program dan kegiatan telah dilaksanakan pada seluruh bagian
secara berkala atau setiap triwulan.

Terhadap kedua proses evaluasi tersebut, Badan Penghubung
baru melaksanakan di Tahun 2022, belum secara konsisten
selama periode perencanaan strategis. Sehingga berpengaruh
terhadap pemenuhan kriteria nilai "A" diperlukan upaya dari
perangkat daerah dalam pencapaian IKU yang belum maksimal di
akhir perencanaan strategis.

2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan
secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

Sub komponen ini memiliki bobot 7,50 dengan hasil evaluasi
kategori BB (Bobot 90%) sehingga nilainya adalah sebesar 6.

Kondisi dari sub komponen ini adalah kualitas evaluasi internal atas
akuntabilitas capaian kinerja Perangkat Daerah melalui monitoring
dan evaluasi capaian indikator kinerja telah dilaksanakan, namun
masih perlu ada upaya peningkatan kompetensi melalui pendidikan
dan pelatihan bagi Tim Kerja Implementasi AKIP yang telah
dibentuk.
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3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan
yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

Sub komponen ini memiliki bobot 12,5 dengan hasil evaluasi
kategori BB (Bobot 90%) sehingga nilainya adalah sebesar 10.

Kondisi dari sub komponen ini adalah Evaluasi internal atas
akuntabilitas capaian kinerja organisasi melalui monitoring dan
evaluasi capaian indikator kinerja telah dilaksanakan, namun
terdapat hal-hal yang belum optimal sebagai berikut:

a) Pelaksanaan evaluasi mandiri terhadap penyelenggaraan
akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah berdasarkan
Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang
Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) Provinsi Banten;

b) Belum ada peningkatan implementasi SAKIP yang signifikan
dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil
evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh Badan Penghubung,
hal tersebut lebih disebabkan pada rekomendasi pada tahun
sebelumnya sebatas pada pemenuhan dokumen pendukung,
belum pada kualitas atas hasil dokumen yang telah disusun:

¢) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagian telah
dimanfaatkan dalam pemenuhan dokumen penyelenggaraan
AKIP seperti dokumen rencana aksi, monitoring dan evaluasi,
serta LKjIP, namun belum sepenuhnya berpengaruh terhadap
capaian kinerja sasaran terutama untuk indikator kinerja.

B. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Berdasarkan uraian catatan hasil penilaian atas implementasi AKIP pada
Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun 2022, Tim Evaluasi
merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan aktivitas kinerja dalam rencana aksi sebagai upaya
dalam mencapai perjanjian kinerja;

2. Melakukan inovasi yang dikembangkan oleh internal Perangkat
Daerah dalam upaya memudahkan dan atau membantu proses
penyelenggaraan perencanaan, pengukuran dan pelaporan capaian
kinerja, seperti sistem informasi perencanaan, pengumpulan data dan
capaian kinerja;

3. Meningkatkan kualitas evaluasi internal atas capaian indikator kinerja
sasaran Perangkat Daerah.
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PENUTUP
A. Simpulan

1.

Dokumen Perencanaan kinerja (Renstra, Renja, Perkin) telah
tersedia, dan telah memenuhi standar yang cukup baik, serta telah
dimanfaatkan dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
Pengukuran Kinerja telah dilakukan secara berjenjang dan
berkelanjutan terhadap sub kegiatan /kegiatan/ program berikut
kualitas outputnya;

Dokumen LkjIP telah menggambarkan pencapaian Kinerja,
informasi keberhasilan/kegagalan Kinerja  serta upaya
perbaikan/penyempurnaannya dan penyesuaian strategi/kebijakan
dalam mencapai kinerja berikutnya;

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal Perangkat Daerah telah
dilakukan secara berkala dan berjenjang mutlak dari pimpinan
sampai dengan bawahan, serta dimanfaatkan dalam peningkatan
kinerja yang dilakukan;

LKjIP telah menguraikan perbandingan target, realisasi dan capaian
kinerja dari indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan, serta
target kinerja sasaran tahun 2022;

LKjIP telah menguraikan perbandingan target, realisasi dan capaian
kinerja dari indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan, serta
capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya;

Perangkat Daerah masih kurang paham atas implementasi dan
evaluasi AKIP dalam menyelaraskan komponen yang dinilai dengan
aktifitas yang dilaksanakan.

B. Dorongan terhadap implementasi AKIP yang lebih baik

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi AKIP pada
tahun mendatang, sebagai berikut:

1.

Fokus terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan kinerja dan proses pengukuran kinerja secara berkala
untuk memastikan capaian target maksimal pada akhir periode
perencanaan;

Melakukan evaluasi internal secara berkala yang dilakukan oleh
Pimpinan Perangkat Daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan
sebagai upaya dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
dengan tetap memperhitungkan hasil pencapaian target periode
sebelumnya;

Mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam
peningkatan implementasi AKIP.

Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait
pelaksanaan SAKIP.
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